BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660\ /629 Tiavwn 3]

TENTANG

PEMBERIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA
DI DESA PABELAN KECAMATAN KARTASURA

Menimbang

a.

KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan
Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta (Rumah Sakit Ortopedi) di Desa
Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku Ketua Komisi
Penilai AMDAL  Kabupaten  Sukoharjo  Nomor:
660.1/2854/AMDAL/XII/2017 tanggal 11 Desember
2017 perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta di Desa Pabelan Kecamatan
Kartasura Kabupaten Sukoharjo, yang menyatakan
bahwa Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi di Desa
Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo,
layak lingkungan;

bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDALJ,
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi di Desa Pabelan
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang
merupakan bagian dari studi AMDAL  wajib
mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
berdasarkan Rekomendasi Komisi AMDAL Kabupaten
Sukoharjo;

bahwa terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
yvang wajib memiliki AMDAL dan telah dinyatakan layak
ditinjau dari aspek lingkungan hidup, memenuhi
syarat untuk diterbitkan Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup,;



Mengingat

-

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu  memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup
Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi di Desa Pabelan
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan
huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48351);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
[zin Lingkungan {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5283);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617},

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15
Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi
Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun
2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin
Lingkungan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 192);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 193);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6

21.

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukohario Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk :

Rencana Usaha dan/atau : Pengembangan Rumah

Kegiatan Sakit Ortopedi Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta
(Pelayanan Kesehatan]

Lokasi Usaha dan/atau : Jl. Ahmad Yani Desa

Kegiatan Pabelan Kecamatan
Kartasura Kabupaten
Sukoharjo

Pemrakarsa Usaha dan/
atau Kegiatan
Alamat Pemrakarsa

Penanggung jawab usaha
dan/atau Kkegiatan dan
Penanggung jawab AMDAL

: Rumah Sakit Ortoped1 Prof.

Dr. R. Soeharso Surakarta

- Jl. Ahmad Yani Desa
Pabelan Kecamatan
Kartasura Kabupaten
Sukoharjo

- Direktur Utama Rumah

Sakit Ortopedi Prof.Dr. R.
Soeharso Surakarta

Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan dalam

Kelayakan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU meliputi kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL
Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi di Desa Pabelan
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, antara lain:

a.

Kajian analisis dampak
pelingkupan sebagai berikut:
1. Dampak Penting Hipotetik:
a) Tahap Pra Konstruksi
1) peningkatan kesempatan bekerja; dan
2) perubahan persepsi dan sikap masyarakat.
b) Tahap Konstruksi
1) penurunan kualitas udara ambient,
2) peningkatan kebisingan;
3) penurunan kualitas air permukaan;
4) potensi genangan banjr;
5) peningkatan limbah padat domestik;
6) gangguan lalu lintas;
7} penurunan biota perairan,
8) peningkatan kesempatan bekerja;

lingkungan hidup hasil
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9} peningkatan peluang berusaha;
10) peningkatan pendapatan,;
11) gangguan kenyamanan masyarakat;

12) perubahan persepsi dan sikap masyarakat

dan

13) penurunan sanitasi lingkungan.
c)] Tahap Operasi

1} penurunan kualitas udara ambient;
2) peningkatan kebauan;
3} peningkatan limbah padat domestik;
4} gangguan lalu lintas;
5} peningkatan peluang berusaha,;
6) peningkatan pendapatan;

7) gangguan kenyamanan masyarakat; dan

8} perubahan persepsi dan sikap masyarakat.

2. Dampak tidak penting dikelola:
a) penurunan kualitas udara ruangan;
b) defisit air baku,;
c} penurunan kualitas air tanah;
d) potensi gerakan tanah;

e) peningkatan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun {limbah B3j;
f) peningkatan bahaya kebakaran;
g) peningkatan kerusakan jalan;
h) penurunan vegetast,

i) peningkatan prevalenst  dan penularan

penyakit;
1) peningkatan vektor penyakit; dan
k) peningkatan kecelakaan kerja.
Penggunaan lahan dan bangunan

1} penggunaan lahan seluas 103.070 m? yang terletak
pada tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 10 Desa
Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten

Sukoharjo;
2} luas dasar bangunan: 42.435 m-=;
3) luas lantai bangunan: 60.000 m?;
4) ruang terbuka hijau : 50.175 m<; dan
5} lahan parkir:
- parkir terbuka : 10.460 m?; dan
- parkir basement : 1.978 m=.
Rencana Kegiatan Tahap Operasional:
1. Kegiatan Pelayanan Medis
a) pelayanan instalasi gawat darurat;
b] pelayanan instalasi rawat jalan,
c] pelayvanan rehabilitasi medik;
d) pelayanan pembiusan dan pembedahan;
e) pelayanan rawat inap; dan
f) pelayanan intensif care unit,
2. Kegiatan Penunjang Pelayanan Medis
a) laboratorium rutin maupun lengkap;
b) ruang radiologr,
c¢) radio fluroscopy;
d) panoramic foto; dan
e] CT scan.
3. Kegiatan Penunjang Medis Lainnya
a) instalasi gizi/dapur; dan
b) instalasi laundry/binatu.




ETIGA

_6-

. Kegiatan Pendidikan dan Penelitian
. Kegiatan Non Medis
a) sanitasi; dan
b} instalasi pengolahan limbah.
1) pengelolaan limbah padat;
2) pengelolaan limbah cair;
3} pengelolaan limbah radioaktif; dan
4} pengelolaan limbah B3.

g B

Rumah Sakit Ortopedi selaku Pemrakarsa dalam
melakukan kegiatannya wajib :

cl.

melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum
dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan
pemantauan dampak lingkungan hidup yang timbul
dari usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah
Sakit QOrtopedi di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo;

memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu
lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup sesuai dengan Dokumen ANDAL,
RKL dan RPL dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
Ortopedi di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo;

melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan
serta getaran yang timbul dari usaha dan/atau
kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi di Desa
Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
penurunan kualitas maupun kuantitas air permukaan
vang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan
Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi di Desa Pabelan
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
penurunan kualitas maupun kuantitas air tanah yang
timbul akibat dari usaha dan/atau Kegiatan
Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi di Desa Pabelan
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
limpasan air hujan dan air larian yang timbul akibat
dari usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah
Sakit Ortopedi di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo;

melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan
beracun yang timbul akibat dari usaha dan/atau
kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Ortoped: d
Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten
Sukoharjo;

melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
air limbah yang timbul akibat dari usaha dan/atau
kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi di
Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten
Sukoharjo;
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j. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak

gangguan lalu lintas yang timbul akibat dari usaha
dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
Ortopedi di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo;

k. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
kerusakan jalan dan kerusakan sarana privat maupun
publik yang timbul akibat dari usaha dan/atau
kegiatan Pengembangan Rumah  Sakit Ortopedi di
Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten
Sukohar)o;

. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
prevalensi dan vektor penyakit yang timbul akibat dari
usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
Ortopedi di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo;

m. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul akibat
dari usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah
Sakit Ortopedi di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo;

n. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
timbulan sampah akibat dari usaha dan/atau kegiatan
Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi di Kecamatan
Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

o. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
gangguan sanitasi dan kesehatan lingkungan akibat
dari usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah
Sakit Ortopedi di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo;

p. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak
sosial, ekonomi, budaya, keamanan, kenyamanan dan
ketertiban serta kesehatan masyarakat sebagai akibat
dari usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah
Sakit Ortopedi di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo;

g melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan hingkungan
hidup dan pemantauan lingkungan hidup Kkepada
Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo setiap 6 (enam} bulan sekah
terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
dan

r memenuhi ketentuan-ketentuan  perizinan  yang
berlaku sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan
Pengembangan Rumah Sakit Ortopedi di Desa Pabelan
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

Bahwa  setelah  diterbitkan  Keputusan  Kelayakan
Lingkungan Hidup, pemrakarsa wajib memiliki Izin
Lingkungan dan pada tahap operasional wajib memiliki
izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
yaitu:

a. izin pembuangan limbah cair; dan

b. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya

dan beracun,



8-

KELIMA . Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup
di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam
Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
diktum KESATU dan/atau dokumen ANDAL, RKL dan RPL,
pemrakarsa wajib segera melaporkan kepada Bupati
Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sukoharjo.

KEENAM . Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau
perubahan usaha dan/atau kegiatan schingga dokumen
ANDAL, RKL dan RPL tidak sesuai lagi untuk dijadikan
acuan pengelolaan lingkungan hidup wusaha dan/atau

kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi AMDAL yang
baru.

KETUJUH . Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan
diluar Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai
peraturan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oxsvenioec 20T

BUPATI SUKOHARJO,

-y et e 2y

WARDOYO WIJAYA 2
TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Mentenn Lingkungan Hidup dan Kehutanan di
Jakarta;

2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

3. Kepala Pusat Pengendahan Pembangunan

Ekoregion Jawa di Yogyakarta;

4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sukoharjo di1 Sukoharjo;

6. Kepala Dimas Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.




